
 

 

DEKLARASI SELAT MALAKA 2026 

"Selat Malaka: Masa Depan Strategis Bersama yang Aman,  Sejahtera,  
Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan" 

KAMI, para peserta Konferensi Internasional Selat Malaka Pertama (The 1st International 
Conference on the Strait of Malacca 2026) yang terdiri atas perwakilan pemerintah pusat 
dan daerah, akademisi, tokoh adat, praktisi hukum dan maritim, pelaku usaha, serta 
organisasi masyarakat sipil, berkumpul di Batam dan Kota Tanjung Pinang, Provinsi 
Kepulauan Riau, pada tanggal 24–25 September 2026;  

• MENYADARI bahwa Selat Malaka merupakan salah satu koridor maritim paling 
strategis di dunia yang menghubungkan perdagangan, energi, dan peradaban global, 
sekaligus merupakan ruang sejarah, budaya, dan ruang hidup inheren bagi masyarakat 
pesisir, Melayu, Suku Laut, sekawasan Selat Malaka;  
 

• MENEGASKAN bahwa tata kelola Selat Malaka di masa depan tidak dapat hanya 
diukur dari besarnya volume pelayaran dan pertumbuhan ekonomi, melainkan harus 
menempatkan manusia, kelestarian ekosistem, serta keadilan sosial di pusat 
perhatian;  

DENGAN INI MENYATAKAN DEKLARASI DAN KOMITMEN BERSAMA, UNTUK : 

1. MENJADIKAN SELAT MALAKA SEBAGAI RUANG HIDUP DAN KEBUDAYAAN 
BERSAMA 

Kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat Selat Malaka tidak sekadar sebagai jalur 
transit transportasi dunia, melainkan sebagai jembatan peradaban, identitas budaya 
Melayu, serta ruang hidup yang melindungi eksistensi dan ruang tangkap nelayan 
tradisional dan masyarakat adat laut.  

2. MENDORONG TATA KELOLA MARITIM TERPADU DAN INKLUSIF (INTEGRATED 
GOVERNANCE) 

Kami sepakat untuk mendorong transformasi tata kelola laut melalui pendekatan whole-
of-government dan kemitraan multipihak yang menyelaraskan regulasi internasional 
(seperti UNCLOS, SOLAS, dan MARPOL) dengan tindakan nyata di tingkat nasional 
maupun regional.  

3. MEWUJUDKAN EKONOMI BIRU YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN 

Kami mendukung penerapan Ekonomi Biru yang seimbang antara peningkatan nilai 
tambah ekonomi (seperti hilirisasi produk kelautan, marine pharmaceuticals, dan 
pariwisata bahari) dengan keberlanjutan ekosistem laut serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pesisir di tingkat akar rumput.  



4. MENEMPATKAN MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI SUBJEK TATA KELOLA 

Kami menuntut pergeseran paradigma agar masyarakat Melayu pesisir, Suku Laut dan 
nelayan skala kecil tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan 
sebagai subjek, mitra aktif, dan pemegang hak yang dilibatkan secara penuh dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan kelautan.  

5. MENGINTEGRASIKAN KEARIFAN LOKAL DAN ILMU PENGETAHUAN MODERN 

Kami berkomitmen untuk mendokumentasikan, melindungi, dan mengintegrasikan 
pengetahuan ekologis tradisional, kearifan lokal, serta nilai-nilai sastra hijau digital 
sebagai sarana pendidikan lingkungan, mitigasi bencana, dan pelestarian identitas 
budaya generasi muda.  

6. MENGUATKAN KAPASITAS SDM DAN KEPEMIMPINAN BAHARI 

Kami mendorong penguatan sumber daya manusia kemaritiman melalui pendidikan 
berbasis kompetensi, pembentukan kurikulum muatan lokal berbasis maritim, 
pengembangan kajian Hukum Laut, serta penanaman jiwa kepemimpinan bahari yang 
tangguh dan adaptif.  

7. MEMPERERAT SINERGI REGIONAL LINTAS PROVINSI DAN NEGARA PANTAI 

Kami menyerukan kerja sama dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi 
di sepanjang koridor Selat Malaka (Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Riau) serta 
antar-negara pantai (coastal states) untuk menjaga stabilitas, keamanan maritim, dan 
kemakmuran bersama berbasis penghormatan terhadap kedaulatan.  

 

Ditetapkan di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 
Pada tanggal 25 September 2026 
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